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ABSTRAK

Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi peran wakaf
dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meringankan beban pajak di Indonesia.
Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana optimalisasi wakaf produktif dapat mendukung
distribusi ekonomi yang lebih merata dan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk
layanan publik. Latar Belakang Masalah: Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan
besar di Indonesia, dengan rasio Gini yang fluktuatif menunjukkan distribusi kekayaan yang
tidak merata. Sistem pajak, meskipun berperan dalam redistribusi kekayaan, menghadapi
masalah seperti kepatuhan yang rendah dan penggunaan dana yang tidak efisien. Wakaf,
sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, memiliki potensi untuk mengatasi
kesenjangan ini. Kebaruan: Keunikan dari penelitian ini terletak pada integrasi wakaf dengan
kebijakan fiskal, terutama melalui insentif pajak bagi donatur wakaf, sebuah model yang
berhasil diterapkan di negara-negara seperti Malaysia dan Turki. Penelitian ini bertujuan
untuk menjembatani kesenjangan antara filantropi Islam dan sistem ekonomi modern.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur
dan analisis kebijakan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ahli,
sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber akademik, regulasi, dan laporan lembaga
seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan. Temuan/Hasil: Penelitian
ini menemukan bahwa optimalisasi wakaf produktif dapat memberikan kontribusi signifikan
dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan layanan publik. Namun,
tantangan regulasi dan manajerial menghambat potensi penuh wakaf. Integrasi wakaf ke
dalam kebijakan fiskal, termasuk insentif pajak, dapat meningkatkan partisipasi dan
dampaknya. Kesimpulan: Wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan
ekonomi dan meringankan beban pajak. Penguatan regulasi dan integrasi wakaf dalam
kebijakan fiskal dapat memaksimalkan efektivitasnya sebagai alat pembangunan sosial dan
ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: Wakaf Produktif, Ketimpangan Ekonomi, Kebijakan Fiskal.

*E-mail address: moch.alfaindwi@gmail.com, hastanti.rahayu@uinsa.ac.id

PENDAHULUAN
Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di
Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan
yang diukur melalui Gini Ratio dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2017-
2024 berkisar antara 0,38 hingga 0,40, menunjukkan distribusi ekonomi yang
belum merata (BPS, 2023).
Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio 2017-2024
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Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi
tantangan, di mana masyarakat di daerah pedesaan memiliki akses yang lebih
terbatas terhadap layanan publik dan sumber daya ekonomi dibandingkan
masyarakat perkotaan (Daryanto, 2003). Dalam sistem ekonomi modern, pajak
berperan sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Melalui skema
pajak progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dengan mengenakan
tarif pajak yang lebih tinggi bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dan
mendistribusikannya kembali dalam bentuk subsidi, layanan kesehatan, dan
program bantuan sosial bagi kelompok kurang mampu (Wahyuni, 2024). Namun,
efektivitas pajak dalam mengatasi ketimpangan masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti tingkat kepatuhan pajak yang rendah, penghindaran pajak oleh
wajib pajak besar, serta penggunaan dana pajak yang belum optimal dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Lim, 2022).

Di sisi lain, Islam menawarkan instrumen keuangan sosial seperti wakaf yang
memiliki potensi besar dalam mendukung distribusi ekonomi yang lebih inklusif.
Wakaf telah lama digunakan sebagai sarana untuk membangun fasilitas umum,
mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Fuadi,
2018). Dalam bentuknya yang produktif, wakaf dapat dikelola untuk menciptakan
manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, sehingga dapat berperan
sebagai pelengkap dari mekanisme pajak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.
Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan yang dapat mendukung fungsi
redistributif pajak dalam menciptakan keadilan ekonomi. Salah satu instrumen yang
dapat diintegrasikan dengan pajak adalah wakaf produktif, yang memiliki potensi
besar dalam meringankan beban negara dalam penyediaan layanan publik dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu (Maulana, 2025). Dengan
mengoptimalkan wakaf sebagai bagian dari kebijakan ekonomi, distribusi kekayaan
dapat menjadi lebih merata tanpa harus terlalu bergantung pada mekanisme pajak.

Namun, pemanfaatan wakaf di Indonesia belum optimal menurut Sekretaris
Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan dalam (BWI,
2023). Regulasi dan kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya mendukung
integrasi wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional (Mukti, 2021). Selain
itu, kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai wakaf produktif masih
terbatas, sehingga potensi besar wakaf dalam membantu mengurangi ketimpangan
ekonomi dan meringankan beban pajak negara belum terealisasi sepenuhnya
(Choirunnisak, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam
mengoptimalkan wakaf agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam sistem
ekonomi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dua
permasalahan utama, yaitu: bagaimana wakaf dapat berkontribusi dalam
mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia serta apakah wakaf dapat
membantu mengurangi beban pajak masyarakat dan negara. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji peran wakaf dalam distribusi ekonomi dan implikasinya
terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk menjelaskan strategi optimalisasi wakaf agar dapat berfungsi sebagai
instrumen keuangan sosial yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.
Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip
ekonomi Islam, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi
seluruh masyarakat.
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TINJAUAN TEORITIS
Konsep Wakaf dan Peranannya dalam Ekonomi Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki peran
penting dalam pembangunan ekonomi umat (R. Neina, 2024). Dalam Islam, wakaf
tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa wakaf telah
banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur keagamaan, pendidikan,
dan layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, wakaf menjadi bagian dari sistem
ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi
seluruh Masyarakat (Ridwan, 2018) .

Dalam perkembangannya, wakaf dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan
bentuk dan sifatnya. Wakaf produktif adalah wakaf yang asetnya digunakan untuk
menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat
(Wakaf, 2020). Wakaf tunai merupakan wakaf dalam bentuk uang yang dikelola
untuk kegiatan produktif, seperti investasi di sektor riil atau perbankan syariah
(Wahab, 2020). Sementara itu, wakaf tanah adalah bentuk wakaf yang paling umum,
di mana tanah yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum seperti
pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Diversifikasi jenis wakaf ini
memungkinkan pengelolaannya lebih fleksibel dan berdampak luas terhadap
perekonomian umat (Mahkrus, 2016).

Sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, wakaf memiliki potensi besar
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang
kurang mampu. Dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan
kerja, mendukung usaha mikro dan kecil, serta memperkuat ketahanan ekonomi
umat (Mursal et al., 2024). Oleh karena itu, optimalisasi wakaf melalui regulasi yang
tepat dan tata kelola yang baik sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan
secara maksimal oleh masyarakat luas.

Perpajakan dalam Sistem Ekonomi Islam

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang
digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan
publik. Dalam sistem ekonomi Indonesia, pajak berfungsi sebagai alat untuk
menciptakan keseimbangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan harta
dengan mereka yang membutuhkan (Tahir & Triantini, 2017). Melalui pajak, negara
dapat melakukan redistribusi pendapatan sehingga ketimpangan ekonomi dapat
dikurangi. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan
dalam distribusi kekayaan di masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan di Indonesia menghadapi
berbagai tantangan, terutama dalam hal ketimpangan ekonomi. Masih banyak
masyarakat yang belum memiliki kesadaran pajak yang tinggi, sehingga tingkat
kepatuhan pajak relatif rendah (Tobing, 2023). Selain itu, kebijakan pajak yang tidak
merata sering kali justru membebani kelompok ekonomi menengah ke bawah,
sementara kelompok ekonomi atas memiliki berbagai cara untuk mengurangi
kewajiban pajaknya melalui skema legal tertentu (Herlita, 2017). Akibatnya, pajak
yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru sering kali tidak efektif dalam
mengurangi kesenjangan ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam sistem
perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Salah satu alternatif yang dapat
diterapkan adalah integrasi pajak dengan instrumen ekonomi Islam seperti zakat
dan wakaf (Riza Rasyid Al-Aufa Siagiana, 2024). Dengan memberikan insentif pajak
bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam zakat dan wakaf, pemerintah dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam redistribusi ekonomi tanpa harus
mengandalkan pajak sebagai satu-satunya sumber pendapatan negara.
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Hubungan Wakaf dan Pajak dalam Perspektif Keuangan Islam

Wakaf dapat berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi yang mampu
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Erizal, 2020).
Dalam keuangan Islam, wakaf memiliki peran strategis dalam menciptakan
keseimbangan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara
merata kepada yang membutuhkan. Jika wakaf dikelola secara produktif, hasilnya
dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pendidikan,
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Fuadi, 2018), yang pada akhirnya
mengurangi beban negara dalam menyediakan layanan-layanan tersebut melalui
pajak (Erizal, 2020).

Beberapa negara telah menerapkan skema insentif pajak bagi donatur wakaf
sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam.
Misalnya, di Malaysia, pemerintah memberikan potongan pajak bagi individu dan
perusahaan yang berkontribusi dalam wakaf (Azka, 2023). Skema serupa juga
diterapkan di Turki dan beberapa negara Timur Tengah, di mana wakaf produktif
dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik tanpa harus
sepenuhnya bergantung pada anggaran negara (Setyani et al., 2021). Dengan
demikian, integrasi antara pajak dan wakaf dapat menciptakan sistem keuangan
yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi konsep serupa dengan
memperkuat regulasi dan tata kelola wakaf. Dengan memberikan insentif pajak bagi
individu atau perusahaan yang berpartisipasi dalam wakaf produktif, pemerintah
dapat meningkatkan dana sosial yang tersedia untuk pembangunan (Hidayat, 2016).
Selain itu, sinergi antara wakaf dan pajak juga dapat mengurangi beban fiskal
negara, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana pajak ke sektor-
sektor lain yang lebih membutuhkan (Khoeron, 2024). Oleh karena itu, optimalisasi
wakaf dalam kebijakan ekonomi nasional merupakan langkah strategis yang dapat
memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
literatur dan analisis kebijakan. Studi literatur yang dikaji mencangkup publikasi
yang diterbitkan dalam rentang 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2015 hingga
tahun sekarang dengan menelaah berbagai sumber akademik, termasuk jurnal
ilmiah, buku, laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta dokumen dari
Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal dan wakaf. Sementara itu, analisis
kebijakan digunakan untuk menelaah regulasi yang mengatur sistem perpajakan
dan wakaf di Indonesia serta implikasinya terhadap ketimpangan ekonomi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis terhadap regulasi
yang relevan dan wawancara semi-terstruktur. Analisis regulasi mencakup
penelaahan terhadap peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, serta sejumlah regulasi perpajakan yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait kebijakan fiskal dan insentif
pajak bagi donatur wakaf. Adapun wawancara dilakukan dengan melibatkan pakar
ekonomi Islam dan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya (Bapak Dr. H. Abdul Hakim,
M.E.Il.), akademisi dari perguruan tinggi Islam (Bapak Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I.)
selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel
Surabaya yang juga aktif sebagai peneliti dan pengajar di bidang wakaf dan ekonomi
Islam, serta praktisi wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) khususnya yang di
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daerah Surabaya, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai
implementasi wakaf produktif di lapangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan
secara sistematis dengan menelusuri dan mereview berbagai sumber ilmiah dan
institusional. Literatur yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi islam,
laporan penelitian, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga seperti Kementerian
Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang
relevan dengan tema optimalisasi wakaf dan dampaknya terhadap sistem perpajakan
di Indonesia.

Dalam penelitian ini, analisis kebijakan diterapkan untuk menilai substansi
dan efektivitas regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah,
seperti Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, BWI, dan
DJP. Fokus utama analisis adalah untuk mengkaji sejauh mana kebijakan-
kebijakan tersebut mendukung integrasi antara wakaf produktif dan sistem
perpajakan nasional, sekaligus mengidentifikasi hambatan normatif dan
kelembagaan yang menghambat pemanfaatan wakaf sebagai instrumen distribusi
ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan
ekonomi Islam dan kebijakan fiskal. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami
peran wakaf dalam distribusi ekonomi serta kemungkinannya dalam meringankan
beban pajak negara. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tren, serta
hambatan dalam implementasi kebijakan terkait wakaf dan perpajakan di Indonesia.
Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi
kebijakan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam guna mengoptimalkan peran
wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan efektivitas
sistem perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Ketimpangan Ekonomi dan Peran Pajak dalam Mengatasinya

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama dalam
pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan
ini ditunjukkan oleh perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan
kesejahteraan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Berdasarkan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nurfaizah dalam (Nurfaizah, 2024),
faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ekonomi meliputi akses yang tidak
merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi.
Menurut studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Gini di
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2017-2024 menunjukkan
kecenderungan fluktuatif, mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masih
menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan (BPS, 2023).

Dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi, kebijakan pajak memiliki
peran yang sangat penting. Salah satu bentuk kebijakan yang umum diterapkan
adalah pajak progresif, yaitu sistem pemajakan yang mengenakan tarif pajak yang
semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan wajib pajak.
Artinya, individu atau entitas dengan pendapatan yang lebih besar akan membayar
pajak dalam persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang
berpendapatan rendah. Pajak progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan
vertikal, di mana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-
masing individu (Wahyuni, 2024). Studi dari Kementerian Keuangan menunjukkan
bahwa kebijakan insentif pajak yang ditujukan bagi sektor usaha kecil dan
menengah (UKM) telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan
masyarakat berpenghasilan rendah (Supriyanto, 2024). Selain itu, pajak juga
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menjadi instrumen utama dalam redistribusi pendapatan melalui alokasi dana pajak
ke program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, pendidikan gratis, dan
subsidi kesehatan.

Dari perspektif badan wakaf, wakaf memiliki potensi besar dalam mengurangi
ketimpangan ekonomi dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2023,
wakaf produktif yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pembiayaan
alternatif untuk sektor sosial tanpa membebani anggaran negara. Dana yang
terkumpul dari wakaf dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pendidikan,
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan
konsep distribusi kesejahteraan dalam Islam, di mana wakaf berperan dalam
menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial (BWI, 2023).
Temuan Lapangan : Perspektif Para Ahli terhadap Peran Wakaf dalam Kebijakan
Fiskal Negara

Untuk melengkapi studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini juga
menggali perspektif empiris melalui wawancara dengan para akademisi dan praktisi
wakaf. Hasil wawancara ini menjadi penting sebagai sumber insight langsung dari
pelaku di lapangan, khususnya terkait dengan peluang dan tantangan dalam
pengembangan wakaf produktif sebagai alternatif kebijakan fiskal yang berkeadilan.
Berikut ini adalah rangkuman hasil wawancara yang telah disempurnakan

berdasarkan transkrip yang diperoleh:

[Hasil Wawancara dengan Narasumber 1]
Narasumber: Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.
Posisi: Pakar Ekonomi Islam dan Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
Waktu Wawancara: Selasa, 27 Mei 2025
Metode: Daring

Peneliti : “Menurut Pak Hakim, mengapa wakaf bisa dianggap sebagai solusi
untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat?”

Dr. Abdul Hakim : “Wakaf memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat
ekonomi secara langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Aset
wakaf yang dikelola secara produktif dapat menciptakan sumber pendapatan baru,
membuka lapangan kerja, dan bahkan menjadi modal usaha bagi masyarakat.
Artinya, fungsi wakaf bukan sekadar ibadah atau amal, tetapi juga sebagai
instrumen pemberdayaan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan.”

Peneliti : “Kalau dibandingkan dengan pajak, apa perbedaan fungsi antara
wakaf dan pajak dalam sistem ekonomi, khususnya menurut pandangan Islam?”

Dr. Abdul Hakim: “Pajak dan wakaf memiliki fungsi yang sama-sama penting
namun berbeda dalam karakteristik. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang
bersifat memaksa dan menjadi tulang punggung keuangan negara dalam membiayai
fasilitas publik. Sementara wakaf bersifat sukarela dan berorientasi jangka panjang
karena aset pokoknya tidak boleh berkurang, sementara manfaatnya terus mengalir.
Dalam Islam, wakaf dianjurkan (sunnah muakkadah), sedangkan pajak wajib dalam
konteks kenegaraan. Keduanya dapat bersinergi jika dikelola dengan prinsip
keadilan dan keberlanjutan.”

Peneliti : “Bagaimana Bapak melihat peluang wakaf untuk diintegrasikan ke
dalam kebijakan ekonomi nasional seperti dalam potensi masuk ke dalam kebijakan
fiskal?”

Dr. Abdul Hakim : “Peluangnya sangat besar. Indonesia sebagai negara
dengan mayoritas Muslim memiliki aset wakaf yang sangat potensial, baik tanah
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maupun wakaf uang. Apalagi, tren ekonomi syariah saat ini berkembang pesat, dan
pemerintah juga menunjukkan dukungan terhadap sistem keuangan berbasis Islam.
Jika dikelola secara profesional dan didukung regulasi yang kuat, wakaf dapat
diintegrasikan dalam kebijakan fiskal sebagai solusi pelengkap dalam mengatasi
ketimpangan ekonomi.”

Peneliti : “Bila di zaman yang sekarang ini, apa saja tantangan yang Bapak
lihat dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia?”

Dr. Abdul Hakim : “Ada beberapa tantangan mendasar. Pertama, aspek
regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, sehingga kepastian hukum untuk
pengelolaan wakaf produktif masih lemah. Kedua, kualitas nadzir atau pengelola
wakaf yang belum profesional. Banyak nadzir yang tidak memiliki kapasitas
manajerial atau pemahaman bisnis. Ketiga, sengketa aset wakaf, terutama tanah,
masih sering terjadi. Dan keempat, kurangnya dokumentasi wakaf yang lengkap dan
valid. Ini semua perlu dibenahi agar wakaf bisa optimal sebagai instrumen
pembangunan ekonomi.”

Peneliti : “Pertanyaan yang terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk kami sebagai
mahasiswa agar bisa berperan dalam mendukung perkembangan wakaf?”

Dr. Abdul Hakim : “Mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Pelajari dan
pahami potensi wakaf dari berbagai aspek, baik fiqih, ekonomi, maupun kebijakan
publik. Dengan pemahaman itu, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi
bisa ikut terlibat sebagai edukator, inovator, bahkan pengelola wakaf di masa depan.
Kalau sejak dini sudah tertanam semangat memberi manfaat bagi orang lain, maka
budaya wakaf akan tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan sosial yang luar
biasa.”

[Hasil Wawancara dengan Narasumber 2]

Narasumber: Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I.
Posisi: Akademisi dan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN Sunan Ampel
Surabaya
Waktu Wawancara: Rabu, 28 Mei 2025
Metode: Langsung Tatap Muka/Luring

Peneliti : “Pak Mustofa, yang bapak tau. Apa saja yang selama ini menjadi
kendala dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia menurut kajian
akademik dan pengamatan Bapak di lapangan?”

Dr. Mustofa : “Cukup menarik. Kalau kita berbicara tentang wakaf produktif.
Saya sering katakan bahwa ada tiga lapisan kendala utama. Pertama adalah kultural
atau kurangnya literasi. Masyarakat masih memahami wakaf sebagai amal pasif
seperti wakaf tanah untuk masjid, kuburan, atau madrasah yang bisa dibilang itu
aset yang berkembang. Itu bagus, tapi belum cukup. Banyak orang belum tahu
bahwa wakaf bisa berupa uang, surat berharga, bahkan saham, dan bisa dikelola
secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Kedua adalah
kelembagaan dan kapasitas nazhir. Ini sangat krusial. Kita punya ribuan aset wakaf
di Indonesia yang menganggur karena dikelola oleh nazhir yang belum professional
bahkan aset wakaf yang saya tau saat ini bisa mencapai 2.000 sekian triliun bila di
uang kan dan itu hanya terealisasi hanya 2 triliun. Dalam beberapa temuan saya di
Jawa Timur, ada tanah wakaf ratusan meter di tengah kota yang hanya dibiarkan
kosong karena tidak ada strategi pemanfaatan. Ini bukan soal niat, tapi kapasitas
manajerial dan akses ke dukungan regulatif dan keuangan yang kurang. Ketiga
adalah regulasi dan insentif fiskal. Kita masih butuh insentif yang mendorong
masyarakat dan korporasi untuk aktif dalam wakaf produktif. Misalnya, belum ada
pemotongan pajak penghasilan secara eksplisit untuk donatur wakaf seperti halnya
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untuk zakat. Padahal, kalau itu diatur, efeknya bisa besar terhadap partisipasi
publik.”

Peneliti : “Bagaimana Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf membekali
mahasiswa agar siap terjun langsung dalam pengelolaan wakaf?”

Dr. Mustofa : “Ini salah satu misi utama kami di prodi MAZAWA UINSA. Kami
ingin mencetak lulusan yang tidak hanya paham teori, tapi bisa masuk ke sistem,
dan bahkan memperbaikinya dari dalam. Maka pendekatannya bukan hanya
kognitif, tapi juga praktikal dan kolaborasi. Kami memiliki mata kuliah seperti Figh
ZaWa, Teori Ekonomi Mikro & Makro Islam, Strategi Fundraising ZaWa, Manajemen
Keuangan ZaWa hingga Manajemen Resiko ZaWa. Selain itu, kami kerja sama
dengan lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan berbagai LAZ, untuk magang, studi
kasus, bahkan tugas proyek berbasis pengembangan wakaf riil. Mahasiswa tidak
hanya menulis skripsi, tapi juga ditantang untuk merancang model bisnis wakaf
atau membuat prototype digital pengelolaan wakaf. Kami juga dorong mahasiswa
untuk ikut lomba inovasi zakat-wakaf tingkat nasional. Ini cara kami menumbuhkan
mental inovator dan pelayan umat yang solutif. Yang penting, mahasiswa tidak
hanya jadi “pengamat atau pekerja di tempat tersebut”, tapi pelaku peemimpin di
masa depan yang bisa menciptakan Lembaga tersendiri dengan merangkul Yayasan
dan melalui izin Kota maupun Kabupaten.”

Peneliti : “Dari pengalaman Bapak, apakah minat mahasiswa terhadap dunia
wakaf dan filantropi Islam sudah cukup tinggi?”

Dr. Mustofa : “Alhamdulillah masih ada tetapi tidak sangat luas, saya melihat
tren positif. Kalau dulu mungkin mahasiswa melihat wakaf sebagai hal yang kuno,
sekarang mereka justru tertarik karena melihat wakaf sebagai solusi modern.
Apalagi ketika dikaitkan dengan isu-isu aktual seperti pemberdayaan ekonomi umat,
pengentasan kemiskinan, bahkan green investment. Namun tentu, semangat ini
harus diiringi dengan pendekatan yang terstruktur dan keberlanjutan edukasi.
Kuncinya adalah memberi ruang praktik, bukan sekadar hafalan teori.”

Peneliti : “Bagaimana Bapak melihat kemungkinan wakaf dimasukkan ke
dalam kebijakan fiskal, misalnya lewat potongan pajak bagi donatur wakaf?”

Dr. Mustofa : “Itu mungkin dan bahkan sudah semestinya bisa menjadi
agenda strategis nasional. Namun, yang saya tau masih belum ada peraturan resmi
untuk wakaf ini. Berbeda dengan zakat, Dimana manajemen dari pengelolaan zakat,
sedikit bisa mengurangi beban pajak atau kebijakan fiscal oleh negara. Dalam
konteks ekonomi makro, ini akan mengverifik sumber pembiayaan pembangunan,
mengurangi ketergantungan pada pajak dan utang, sekaligus memperluas
partisipasi publik dalam pembangunan berbasis keadilan sosial.”

Peneliti : Apa ada pesan Bapak untuk mahasiswa khususnnya seperti saya
sendiri, yang ingin berkontribusi dalam memajukan wakaf sebagai solusi ekonomi
umat?”

Dr. Mustofa : “Pesan saya jelas yakni jadilah pionir perubahan, bukan hanya
pengamat. Wakaf ini amanah peradaban. la bisa menjawab banyak masalah baik
kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi. Tapi itu
semua hanya akan terjadi kalau ada generasi muda yang benar-benar serius
menggarapnya. Kita tidak bisa mengandalkan sistem lama. Diperlukan ide-ide segar,
teknologi baru, dan manajemen modern. Mahasiswa bisa berkontribusi lewat riset-
riset empiris, startup filantropi, atau bahkan membuat platform digital untuk
crowdfunding wakaf. Tantangannya besar, tapi potensi manfaatnya jauh lebih besar.
Wakaf itu bukan hanya bagian dari warisan Islam klasik, tapi juga alat rekayasa
sosial-ekonomi masa depan. Dan mahasiswa, dengan ilmu dan semangat yang
dimiliki, sangat layak untuk memimpin gerakan ini.”
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[Hasil Wawancara dengan Narasumber 3]
Narasumber: Bapak Imron
Posisi: Praktisi Wakaf BWI Surabaya
Waktu Wawancara: Senin, 26 Mei 2025
Metode: Langsung Tatap Muka/Luring

Peneliti : “Jika tidak berkenan untuk pertanyaan yang saya berikan, maka
akan saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Tapi ingin saya tanyakan untuk
awal ini yakni bagaimana kondisi nyata pengelolaan wakaf produktif di Surabaya
saat ini menurut pengalaman Bapak?”

Praktisi BWI : “Di Surabaya, kami melihat adanya kemajuan dalam kesadaran
dan inisiatif wakaf produktif, terutama dalam lima tahun terakhir. Beberapa lembaga
keuangan syariah dan organisasi Islam sudah mulai bekerjasama dengan kami
untuk mengelola wakaf tunai secara produktif. Contohnya, ada program wakaf tunai
untuk pembiayaan sekolah Islam terpadu, klinik kesehatan murah, hingga pendirian
minimarket berbasis wakaf. Namun, realitanya, pengelolaan wakaf produktif masih
menghadapi berbagai hambatan. Banyak aset wakaf lama yang belum
terdokumentasi dengan baik, bahkan status hukumnya masih abu-abu. Ini
menghambat pengembangan karena sulit untuk dijadikan jaminan atau
dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan. Di sisi lain, sistem pelaporan dan
akuntabilitas keuangan pada beberapa nazhir juga belum memadai. Kami sedang
berupaya mendorong profesionalisasi nazhir agar mereka tidak hanya amanah
secara spiritual, tetapi juga kompeten secara teknis dan bisnis.”

Peneliti : “Apa saja tantangan utama yang sering Bapak atau pengelola wakaf
lainya di BWI Surabaya ini, dalam menghadapi pengembangkan aset wakaf secara
produktif?”

Praktisi BWI : “Tantangan yang kami hadapi cukup kompleks. Pertama, dari
aspek hukum. Banyak aset wakaf yang belum bersertifikat atau masih terdaftar atas
nama pribadi, sehingga sulit untuk dikembangkan karena status hukumnya belum
kuat. Proses legalisasi ini memakan waktu lama dan sering terhambat oleh konflik
internal ahli waris atau minimnya dokumentasi lama. Kedua, dari sisi sumber daya
manusia. Sebagian besar nazhir di lapangan berasal dari kalangan tokoh
masyarakat atau ustaz yang memang ikhlas, tetapi belum punya keahlian di bidang
manajemen aset atau bisnis. Maka dari itu, kami dari BWI melakukan pelatihan
rutin tentang manajemen wakaf, akuntansi syariah, dan perencanaan bisnis. Ketiga,
soal mindset masyarakat. Banyak yang masih menganggap wakaf hanya untuk
bangun masjid, padahal aset wakaf bisa dimanfaatkan lebih luas. Kalau mindset ini
tidak berubah, kita akan terus tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia
atau Turki yang sudah sangat maju dalam konsep wakaf produktif.

Peneliti : “Apakah masyarakat sudah cukup paham tentang manfaat wakaf
produktif, atau masih perlu banyak sosialisasi?”

Praktisi BWI : “Tentu, masih sangat perlu sosialisasi. Kesadaran masyarakat
terhadap wakaf masih sebatas pada aspek tradisional. Wakaf produktif belum
dipahami secara luas, apalagi mekanisme teknisnya. Kami banyak menjumpai
masyarakat yang antusias berwakaf, tapi belum tahu bahwa wakaf bisa dikelola
untuk hasil, bukan sekadar disumbangkan untuk tempat ibadah atau makam. Di
sinilah peran BWI bersama dengan kampus, media, dan tokoh agama sangat
penting. Edukasi publik harus dilakukan terus-menerus melalui seminar, media
sosial, khutbah Jumat, dan pelibatan mahasiswa. Kami juga sedang menjajaki
kerjasama dengan universitas untuk membuat inkubasi bisnis wakaf, agar
mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana wakaf bisa jadi bagian dari solusi
ekonomi, bukan sekadar amal ibadah.
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Peneliti : “Menurut Bapak, apakah pemberian insentif pajak untuk wakaf bisa
menarik lebih banyak orang untuk ikut berwakaf?

Praktisi BWI: “Kami yakin insentif pajak akan sangat mendorong partisipasi
masyarakat, apalagi dari kalangan menengah atas dan dunia usaha. Sekarang ini,
zakat sudah mendapat potongan dari penghasilan kena pajak, dan itu terbukti
meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan. Kalau kebijakan yang sama
diterapkan pada wakaf, misalnya ada pengurangan pajak bagi perusahaan yang
berwakaf tunai untuk pembangunan fasilitas sosial, maka akan banyak yang
tertarik. Kami sudah melihat praktik ini berhasil di Malaysia, di mana wakaf menjadi
salah satu alternatif pembiayaan pembangunan negara. Potensi Indonesia jauh lebih
besar, karena jumlah penduduk Muslimnya lebih tinggi dan semangat gotong royong
juga kuat. Tapi kita butuh payung hukum yang jelas dan implementasi teknis yang
bisa diakses oleh donatur dengan mudah. Kalau ini disiapkan secara serius, saya
optimis pertumbuhan dana wakaf di Indonesia bisa meningkat pesat.

Peneliti : “Apa saran Bapak/Ibu untuk kami sebagai mahasiswa agar bisa ikut
ambil peran dalam mendukung wakaf di masa depan?”

Praktisi BWI : “Saran saya, jangan hanya melihat wakaf sebagai teori di kelas.
Jadikan wakaf sebagai bagian dari solusi nyata di masyarakat. Kalian sebagai
mahasiswa punya banyak potensi untuk berkontribusi. Misalnya, ikut dalam
kegiatan nazhir muda, magang di lembaga wakaf, atau membuat proyek riset dan
teknologi digital yang bisa mendukung transparansi wakaf. Wakaf itu butuh generasi
yang paham teknologi, melek bisnis, tapi juga punya idealisme keumatan. Kalian
bisa bantu membuat sistem pelaporan digital wakaf, aplikasi mobile untuk wakaf
tunai, atau bahkan model bisnis wakaf untuk startup sosial. Jangan tunggu lulus,
mulai dari sekarang. Bangun jejaring dengan BWI, dengan dosen, dan dengan
masyarakat. Wakaf itu bukan hanya amal, tapi juga amanah besar yang bisa
mengubah masa depan ekonomi umat jika dikelola dengan baik dan profesional.
Potensi Wakaf dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Wakaf produktif dapat menjadi solusi alternatif dalam mengurangi
ketimpangan ekonomi karena dapat digunakan untuk menciptakan sumber
pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu (Sundari, 2023).
Berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya berbentuk aset tetap seperti masjid
atau tanah kuburan, wakaf produktif dikelola secara aktif dalam kegiatan ekonomi,
seperti investasi dalam sektor pertanian, properti, atau bisnis syariah, yang hasilnya
dapat didistribusikan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, wakaf tidak
hanya menjadi simbol kedermawanan, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ridwan, 2018).

Lembaga wakaf memiliki peran strategis dalam mengelola aset wakaf agar
dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Di Indonesia, Badan Wakaf
Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
telah berupaya mengembangkan skema wakaf produktif melalui berbagai program,
seperti wakaf tunai yang dikelola oleh perbankan syariah dan investasi berbasis
wakaf untuk membiayai sektor-sektor produktif. Jika dikelola dengan baik, dana
wakaf ini dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan gratis,
perumahan bagi masyarakat miskin, serta mendukung usaha mikro dan kecil, yang
pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (BWI, 2023).

Namun, untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam mengatasi ketimpangan
ekonomi, diperlukan regulasi yang lebih mendukung serta sinergi antara
pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dalam mengelola dan
menyalurkan manfaat wakaf. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf dapat menjadi
instrumen pelengkap dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan
inklusif (Wathani et al., 2023).
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Strategi Optimalisasi Wakaf untuk Meringankan Beban Pajak

Beberapa negara telah berhasil menerapkan kebijakan insentif pajak untuk
wakaf dalam sistem fiskal mereka. Turki dan Arab Saudi, misalnya, memiliki sistem
di mana institusi wakaf diberikan pembebasan pajak dan kemudahan regulasi agar
dapat berkembang lebih cepat (Setyani et al., 2021). Model ini dapat menjadi
referensi bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan yang lebih mendukung
pengembangan wakaf produktif. Dengan adanya integrasi yang baik antara wakaf
dan kebijakan fiskal, Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih
inklusif, di mana pajak dan wakaf bekerja secara berdampingan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wathani et al., 2023).

Dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wakaf,
diperlukan strategi yang efektif agar lebih banyak individu dan lembaga terdorong
untuk berkontribusi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf adalah pemberian insentif pajak
bagi donatur wakaf (Jamal, 2020). Namun, faktor yang sering menjadi pertimbangan
bagi calon donatur adalah adanya manfaat tambahan yang dapat mereka peroleh.
Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan keuntungan finansial atau insentif
dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Beberapa negara di Asean telah menerapkan kebijakan ini untuk mendorong
lebih banyak individu dan perusahaan menyisihkan sebagian hartanya dalam
bentuk wakaf seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia dan
Thailand (Azka, 2023). Di Malaysia memberikan potongan pajak bagi individu
maupun badan usaha yang menyalurkan dana wakaf, dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam filantropi Islam. Singapura mengelola wakaf melalui Majelis
Ugama Islam Singapura (MUIS) yang bertindak sebagai regulator dan
mengembangkan investasi berbasis wakaf seperti sukuk dan properti, untuk
memaksimalkan manfaatnya bagi umat Islam. Thailand belum memiliki regulasi
khusus tentang wakaf, tetapi aset wakaf dikelola oleh dewan Islam setempat untuk
mendukung masjid dan sekolah agama. Brunei Darussalam mengelola wakaf melalui
Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) dan lebih berfokus pada wakaf tunai yang
digunakan untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan sosial (Azka, 2023).

Integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi di
Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat jangka
panjang bagi perekonomian nasional. Saat ini, skema insentif pajak telah diterapkan
pada zakat, yang terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
filantropi. Jika kebijakan serupa diterapkan pada wakaf, maka potensi
penghimpunan dana sosial berbasis Islam ini akan semakin besar (Erizal, 2020).

Selain itu, pemberian insentif pajak bagi wakaf dapat mendorong lebih banyak
individu dan korporasi untuk berkontribusi dalam wakaf produktif. Hal ini tidak
hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, tetapi juga
mengurangi beban pemerintah dalam membiayai berbagai proyek sosial. Dengan
adanya dana wakaf yang dapat dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit,
sekolah, dan program pemberdayaan ekonomi, anggaran negara dapat lebih
difokuskan pada sektor-sektor lain yang memerlukan perhatian lebih besar (Fuadi,
2018).

Penerapan skema insentif pajak untuk wakaf dapat menjadi alternatif
pendanaan pembangunan yang tidak bergantung sepenuhnya pada pajak
konvensional. Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini berpotensi
menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana
masyarakat turut serta dalam pembangunan melalui wakaf, sambil memperoleh
insentif fiskal yang mendorong keterlibatan lebih luas (Saputri, 2022). Oleh karena
itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan integrasi wakaf dalam kebijakan
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fiskal sebagai langkah inovatif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang
lebih inklusif dan berdaya tahan.

Meskipun, pendapatan ekonomi dari wakaf secara umum tidak termasuk
dalam objek pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan melalui wakaf kepada lembaga keagamaan, pendidikan, atau sosial tidak
dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor
S-316/PJ.331/2006 menyatakan bahwa penghasilan yang diterima oleh yayasan
atau lembaga keagamaan, termasuk badan wakaf, tidak dikenakan pajak selama
memenuhi ketentuan tertentu (Ortax, 2016).

Dengan tidak adanya beban pajak pada pendapatan wakaf, potensi
pemanfaatan dana wakaf untuk pembangunan sosial menjadi lebih optimal. Jika
pemerintah menerapkan skema insentif fiskal, seperti kredit pajak bagi donatur
wakaf, maka hal ini dapat semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam
berwakaf secara produktif. Dampaknya, dana wakaf yang dikelola dengan baik dapat
digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial, seperti pembangunan rumah
sakit, sekolah, dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, integrasi
wakaf dalam kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi ketergantungan negara
pada pendapatan pajak serta menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan mandiri.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam
mengurangi ketimpangan ekonomi dan meringankan beban pajak di Indonesia.
Sebagai instrumen keuangan sosial dalam ekonomi Islam, wakaf dapat berperan
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas
pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan ekonomi bagi kelompok rentan.
Namun, pemanfaatannya saat ini masih belum optimal akibat keterbatasan regulasi,
rendahnya literasi masyarakat, serta kurangnya integrasi wakaf dalam kebijakan
fiskal nasional.

Integrasi antara wakaf dan sistem perpajakan dapat menjadi solusi inovatif
dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Skema insentif pajak bagi donatur wakaf,
sebagaimana diterapkan di beberapa negara, dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam wakaf produktif. Dengan adanya kebijakan yang mendukung,
wakaf dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi tanpa harus
sepenuhnya bergantung pada pendapatan pajak negara.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk
memperkuat regulasi yang mendukung optimalisasi wakaf dalam sistem fiskal.
Secara praktis, sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor swasta perlu
ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan wakaf yang transparan dan produktif.
Sementara itu, dari sisi akademik, penelitian ini membuka peluang untuk kajian
lebih lanjut mengenai mekanisme integrasi wakaf dan pajak, serta dampaknya
terhadap ekonomi makro. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang
komprehensif, terdapat keterbatasan dalam cakupan data primer, terutama dalam
menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu,
penelitian lanjutan yang melibatkan analisis empiris dan studi kasus dari negara
lain dapat menjadi langkah berikutnya untuk memperkaya pemahaman tentang
peran strategis wakaf dalam sistem ekonomi Indonesia.
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